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Abstrak

A\ an lslDmic coun in lndonesi4 the Religion Coun has an authority for those.
siror religion are klam or those who admit thcir ob€dience to Islamic laws.
lla!.d on I-aw no. 3 / 2006, thero is a new authodty for this instjtution, that is to
s.lvc drc dispute on syaria economy or dispute in syaria economic taw. Syaia
ccoronl( is lhe Indonesian economc law which is based on svaria. Wh€reas
r'.1,,nes,an Economic law is atl rutes and taw decision which sp;ificaly arra.nge

rhc ccononric acliviries. The potential eme.ging of dispute in syada economy is
relarcd with contract (agreement) in syaria economy thst has familia. term akad,
or dispulc of interests between lulancial iNtttution and the filnd usen- or can
,.,r" rr he. J.r .e ol rhe drfferenr perceplion or i4lerprelaliun abour rle obligaLiotr
ard the righrs rhai must be fulfilled. The Religion Court as the appointed
nslirution in solving the dispute on syaria business (econorny) is the right and

wisc choice. This is in order to achieve the hannonv b€tween material laws
\,.ih r, bas{d on Llarnic prir,ciples wirh rhe religio; coun insrirurjon *hjch
refresents the Islamic court institution, and also to adjust with the officials who
nra\tcr the lslamic laws.
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PIINT)AHULUAN

Manusia memiliki kebutuhan dasar yang berupa kebuhrhan
llsrolo-qis. rasa arnan, rrsa memiliki dan dimiliki, rasa kasih sayaog,
pcn:rhargaan dan attualisasi diri serta kebutuhan akan pertumbutran.t
Kebullhan penghargaan dan altuaiisasi diri merupakan sesuatu yang lebih
ncnling djbandingkan dengan kebutuhan kebutuhan laimya.

'I e ruli. addldl, Pengrjar Pada Fakuhas Syari'ah IAIN Anrasari Banjannasirl
lrcnk C. coble. Mazhab Keliga Psikolosis Hmtanirttl Abahan Ma\tor.

rYoctrka.la: Kanisius, I994), h. 69-93.
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Yusna Zrillu : Kesenan* l'rtn,ltii,

Setiap orang akan memsa senang bila mendapat penghargivrn ata:i

- apa yang dilakukannya. Sebaliknya dia akan merasa kecewa, marah apllbila
harga dirinya tersinggung atau dircmehkan. Apalagi jika ia nrera\r1 JrtrNL
perlakuan yang tidak wajar.

Dengan demikian sudah menjadi kodrat bahwa setiap orang ingin
mendapat perlal'-uan dan penghaigaan dari ora:rg lain yalni perlakr:an adil
dan manusiawi. Di samping itu juga ia membutuhkan pclayanan yurg
simpatik dan bantuan yang ia perlukan. Terlebih jika mereka menShrdrl-.i
masalah atau kesulitan sosial dalam bentuk sengketa. Karcna 11u rr
membutuhkan bantuan dan pelayanar dari tempat dimara ia ingirr
menyelesaikan sengketanya, yang salah satunya adalah pengadilan.

Pengadilan merupakan tumpuan harapan teralhir penciui keadilan
atau pihak pihak yang bersengketa. Dalam memberikan pelayaran kcpad:r
masyarakat, pengdilan mempunyai tugas utam4 yailx

1. Memb€dkan perlakuan lang adil dan manusiar"-i kepada pencari
keadilan

2. Memberi pelayanan yang simpatik dan bantuan yang dipcrlulan
bagi pencari kedailan.

3. Memberikan p€nyelesaian perkara secara efektif, efesien, tuntas dan
final sehingga memuaskan kepada pihak-pihak dan masyarakar.2

Pasal 24 UUD 1945 menyatakan bahwa : r'Kekuuasaai Kehakiman
dilala*an oleh sebuah Mal*amah Agung dan badan pcradilan yang berada
di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradiian
Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungar Peradilan lata llsaha
Negara dan oleh sebuah Mahkamah konstitusl'.

Sebagai salah satu pmnata dalam memenuhi hajat hidup anggol,r
masyarakat untuk menegakkan hukum dan keadiian Peradilan Agana
mengemban tugas khrlsus pada bidang-bidang keperdataan lslam. I)imana
ia berfungsi unbk menerima, memeriksa dan memutus ketetapan hukonr
antara pihak-pihak yang b€N€ngketa deDgan putusai yang dapar
menghilangkan permusuhan berdasa*an bulti-bukti dan ketera.ngar) den!:dn
tetap mempedimbangkal dasar-dasar hukum yang ada.

Peradilan Agama adalah peradilan Islam di Indonesia, sebab dari

h. t2-13.
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tA. Muki A.to, Mencad Keadilan, (Yoryakana: Pustaka Peta.jar, 20 ).
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),.,.1tuh : Karcnangan Perudilan ...

'''' ',r,i. p:rkara lang menjadi kewenangannya seluruhrya adala} jenis
I)rrlara vang didasarkan kepada agama lslam. Selain itu peradilan Agarna
juga dikhususkan bagi mcreka yang beragama Islam daD/atau mereka yang

'rcnvrtNkan diri tunduk kepada hukum Islam.
I)alam menjalaakan tugas dan firngsi Peradilar Agarna dipegang

rrl.r lrjgadilan Agama untuk tingkat pertama dan pengadilaa Tinggi
\{rni, untuk tingkat banding, yang masing masing mempunnyai
Lcr.r, rangnn 

"*t 
4lutr oleh undang-urdang

Kcwenangan dimaksud aDtara lain meliputi keweDatrgan terhadap
tni. pcrkara yang disebutkan dalam pasal 49 dan 50 Undang-undang No, 7
lrnLrn l98t) ientang Peradilan Agama yang telah di amandemen dengan
{jn,lang undang Nomor 3 tahun 2006 yalg b€rbuni:

I'asai 49
l)engadjlan Agama bertugas dan berwenang memeriksa.

nrcmutus dai menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama
lnlrra orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. pcakawinan;
b kewarisan
c. wasiat
d. hibah
e. waLkaf

i. zakat
g. infak
h. sedekah; dan
i. ekonomi syari'ah.

Pasal 50
( l) Dalam hal tedadi s€ngketa mengenai hak milik atau sengketa

lain dalirm perkara perkara sebagaimana ya:rg dimaksud dalan
pasal 49, khusus mengenai objek sengkcta tersebut harus
diprrtus lebih dahulu oleh p€ngadilan dalam lingkungan
Peradilan l]mum-

(2) Apabila terjadi sengketa bak milik sebagairnana dimaksud pada
ayat ( l) yarg subjek hukumnya antara orang-orang yang b

(3) Beragama Islam. Objek seogketa te$ebut diputuskan oleh
Pcngadilax Agama bersarna pe*ara yang dimaksud pasal 49.
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Yusnd Zaida : Kehc,uneu i'.td,itint,

Khusus mengenai ekonomi syari'ah pada penjelasan pasal ,+(i hurul
(i) disebutkan bahwa : "Yang dimaksud dengan ekooomi syariah rcialrh
perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip srrri irh.

antara lain meliputi:
a. Bank syari'ah
b. Lembaga keuangan miko syari'ah

Asuransi syari'ah
Reasuransi syari'ah
Reksa dana syari'ah
Obligasi syari'ah dan suat berharga ber.jangka mcncugali
sYari'ah

g. Sekuritas syari'ah
h. Pembiayaansyari'alr
i. Pegadaian syari'ah
j. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
k. Bisnis syari'ah.

Dengan demikian, Peradilan Agama dib€ri wewenang penuh unluk
menyelesaikai sengketa-sengketa ekonomi syari'ah dalam bidang bidang
teNebut di atas. Untuk itu maka dituntut kesiapan lembaga telsebut dalunr
banyak hal, termasuk di dalamnya kesiapan hukum substantil yang liddli
terlepas dari huk-um Islam sebagai pijakan. Di samping menyiapkan surnber
daya manusia dalam hal ini para hakim dan aparatur lainnya.

KEGIATAN EKONOMI SYARI'AH BI'RDASARKAN
KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKN'I'ANYA DI
PERADILAN AGAMA

Sebelum lebih jauh membahas mengenai kegiaran Lkononi
Syari'ah4slam. terlebih, dahulu akan dibahas mengenli prin.ip-pr rr.. 

1

ekonomi Syari'aV lslam'yang secara garis besar terdiri dan:
1) Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai

pembetian atau tiripan Tuhan kepada manrrsia. \4rnu.r- LJr'..
memanfaatkarnya seefesien dan seoptimal mungkin daiam produk:.i
guna memenuhi kesejahteraan benama di dunia , yaitr unluk diri

c.
d.

e.

f.

3M. Metwally, Teofi dan
M. Husin Sawit, SE, PhD), (Jakarta:
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Model Ekononi tslan, (Pengantar dan Pefrerien,alr
PT. Bangkjt Day4 1995), h. L
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) \u,r htLto : K.||enanqah Percdilan ...

.LnJ:n dan unruk orang lain. Namun ya.og reTenling adalah bah\ a
kcgiatan tersebut akan dipertanggungjawabkan di akiirat nanti.

J, Islam mengakui kepemilikan plibadi dalan batas-batas iertentq
tcrmasuk kepemilikan alat produksi dan falrtor ploduksi. pertam4
kepemilikan individu dibatasi oleh kepentir,gan masyaraka! dan
kcdua, Islajr menolak setiap pendapatao yang diperoleh secara tidak
sah , apalagi usaha yang menghancurkan masyankat.

I ) Kckuatan penggemk utarna ekonomi Islam adalah keda sama. Seordng
nuslm, apakah ia sebagai pembeli, p€Djual, peqelima upah, pembuat
Kcunlungan dan sebagainya, harus berpegang pad-a tultunan Allah su4
rlalam al Qur'an :

::.,r" c)iir Jr"tc :.4 6),;i1"jLi: St;t; <,,.ii r+it

_ L.+, &.,(.,i;iir djii;1fi .!; #"r i;.r'{t
"llai oraug orang yahg berina4 janganlah kamu memakan

hdrtd sesand u dengan jalan bathil, kecuali dengan perdagangan
tring dilala*an secara sukl sam.q suka di antsra kalian...',.
(QS. un-Nisatl. 29).

+l Pcmjlikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produltif
yang akan rneningkatkan besamn produk nasional dan meniogkatkan
kcsej ahteraan masyarakat. Sebagaimana firman Allah dalam al eut'an
al-lladid ayat 7:

;.. r- it 4r i+nAj.:j 3t;+ t, iri'41 a-i3 iul'tor;

@jf"ij\:;bit*..
Berinanlah kanu kepada Allah dan rasul-Nya dan

nulkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Teloh menjadikan
karnu menguasainya. Maka orang-orang yang berimar di antara
kamu dan menalkahkon (sebagian) dari hartanya memperoleh
puhala yang betar. (QS. al-Hadid/ : 7).

Olch karena itu sistem ekonomi Islam menolak te{adinya atumulasi
kekayaan yang dikuasai oteh beberapa orang saja- Konsep ini
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Yu.sn1 Zaida : Kcwendnsd P.:rliiatt

berlawanan sistem ekonomi kapitalis, dimana kepemilikan inriLrstrL

didominasi oleh monopoli dan oligopoli, tidak terkecuaii industri );urq
merupakan kepentingan urmrm.

5) Islam menjanin kepemilikan masyarakat, dan pcnggunaannrl
direncanakan untuk kepentingan orang banyak. I'rinsip ini didi';ari
Sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa " masyamlial prrnva hek

yang sama atas air, padang rumput dan api". Sunnah llasulLrllah itu
menghendaki semua industri eksfaktif yang ada hubungann,r'ir <lengrl
produksi air, bahan tambang, bahkan bahan makanan, haru rlikrlola
oleh negara. Demikian juga berbagai macam bahan baltar unr,rl
keperluan dalam negeri dan industri tidak boleh dikuasai olch
individu.

6) Islam mencela keunhngan yang berlebiharq perdagangar yang ridak
jujur, perlaL-uan yang tidak adil dan semua bentuk diskriminnsi thn
penindasan. Seorang muslim diajarkan haruslah takut kepada Allah
dan hari akhirat, sep$ti diuraikan dalam al Qur'an:

--,_',.-.t ,c ..,,,r, !,:,t".. . - ,.,\ i,r',:-.-b t' o-L "pJtf, 9t J!.+,_:--'9-IJ2. ro"

'i ortL'
"Dan tatutlah pada hari sewahu kamu dikembalikan kpulu

Allah , kemudian masing-masing diberikan balasan yung sempurnu
lerhodap apa yong dilabukantya. Don mereka tidan teraniayu."
(QS. al-Baqarah/2: 28 1).

7) Seorang muslim yang kekayaarnya melebihi r-rkuran terteniu (nisab)
diwajibkan membayar zakat. Zakat merupakan alat distribusi sct agian
kekayaal orang kaya (sebagai sanksi alas penguasaan hat:ta tersebul).
yang ditunjukkan untuk orang miskil dan mereka yang membutuhken
Menwut pendapat para ulam4 zakat dikenakan 2.5% (dua set('ngah
persen) untuk semua kekayaan yang tidak produktif (idle assels).
termasrrk didalamnya adalah uang kas, emas, pemk, dan pcrmara.
pendapalan bsrsih dad trdnsaksi (net eaming from hansaclion). dan
10% (sepuluh penen) dari pendapatan bersih infestasi.

8) Islam melardng setiap pembayararmya bunga (riba) atas berbagai
bentuk pinjamar; apakah pinjaman itu berasai dari teman- perusahaan
perorangan, p€msrintah ataupun institusi lainnya. Al Quran secara

tt2 AL-BANJAzu Vol.6, No. t1, Janua.i JLlni 2001



' 't:1,. lttlu : kcvena edn Pendiloh

bertahap namun jelas dan tegas mempelingatkan kita tentang bunga.
Ikrl ini dapat dilihat dad turunnya ayat-ayat Al Qulan secara berh[ut-
1L| ul sebagai berikut :

l'adr tahap pefiama dalam surat (30) ar-Rum ayat 39 Allah berfirrnan:

- .,- . L; ;l -.,-o i"ji vi -Li-ri,r''r ' 
t 'r: '' ' ""-'. - f' J tt'J! u) J' ':+\ uJ

r r.i.:Ji,i' iL;r;ii F ; ; i-' *; i F j
Dan sesuatu riba (tambahan) yong kzmu berikan agar dia

hcrtunthah pada harta manusia, Maka riba itu tidgk menambah
pctlo sisi tlllah. dan apa yang kamu berikan berapa zakat yang
kanu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah Maka (yang
htrhrtar denikian) llulah orcng-orung yang melipat gandakah
pu hu l ctnya. (QS. ar' Rum: 3 9).

Iahap kedua Allah be.firman dalam surah (4) an-Nisa ayat 160-161
sehegai beikut:

'& e-p\36 a.iit G )$|* e&i"r\ +i "+
--.r. ,.1 *i 4{,r';t'tS i.rii)i i*;.',; e ,"5 ;ri +;

6 Qti ut *'rp 39;<t:. s :;;ii
Maka rlisebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami

harantkan atas (memakah makanan) yang baik-baik (yang
tlahtlunya) dihalalkan bagi uercka, dan Katena mereka banyak
nenghalangi (manusia) dari jdlq Allah Dan disebabkan mereka
ntnrukan riha. padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang
daripadanya. dan Karena mereka memakan harta benda otang
lengun ialan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orq g-
orun! lang kaJit tli antara mereka itu sil<sa yang pedih,
r{)\ un-Nisa'. I 60-161).

J!+Jti

\l I]ANJARI vol. 6. No. Il.Januari-Juni2007 113



hsna Zaida : Kee.hu"tu, t'0 dlrl,)it

Tahap ketiga diturunkan oleh Allah memalui suml (2) Ali lnrrarr Lr1,,n

130:

i5J'J Aril lJ-ijrj :a-- -'- Ln:r;l |,.'Jt |,I1E ) ,9r. .-_. r,-^1, ! _

r:lt.i;;
Hai orang-orang yang beriman, janganlah l<anu nenrukrut

riba dengan betlipat ganda dan bertakwalah kantt keputlu )llult
supaya kzmu mettdapal keberuntungan. (QS. Ali Imran: 130).

Tahap terakhir larangan riba terdapat dalam surah (2) al-l3.rqrrah rLrr.r

278179 :

o.Jt c-=)t -+J

@'e.: I,Jk o1 i y'Si 6''J') t: I ,tt ii \ ;i 1 ; t; 3,,. !tr $,i -,

iiiL iii --r ,,",, , t,, 67 ,-atJ -4 t-,' ltt tt ,=,La

'il i-,-'Jrs )r -4."..1L;'j',1-r r
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepadu Aillh lun

tinggalkan sisa fiba (yang belum dipungut) jil,.a kamu orang,orung
yang beriman. Maka jikq ktnu tidak mengetakan (nehinggL kun
sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan ratul-N),a rtkun
memelangimtL dan jika kamu be aubat (dari pengambilun rihu)
Maka baginu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tiluk
(ptla) dianioya. (QS. al-Baqarah: 278 -279).

Dengan demikian ekonomi syari'ah mencakup bidiLng ekonomi yang
cukup luas sebagaimana juga yang dibicarakan dalam ekonomi modcrn.
Ekonomi syari'ah tidak hanya membahas tentang aspek perilaku nanusia
yang berhubungan cara mendapatkan uang dan mcmbelanjalen n1i. rcr..;.r
juga membahas segala aspek ekonomi yang membawa kepada kesejahlenan
ummat. Perlu diingat bahwa konsep kesejahteraan manusia itu tidak
mungkin statis, selalu relatif pada keadaan yang berubah. Oleh karcna iru
konsep kesejahteraan yang dikembangkan melalui ekonomi syari'ah liarus
sejalan dengan priruipprinsip universal Islam yang tetap dipandang srhih
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i t\nd h n Ktvcnd gan Petadilan...

( r:r cn'anjang masa. lslam mengatur kegiatan kegiatan memperoleh
,' r:r dan rrcngeluarkannya sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan
i. \ciirhlcman rak),ai.

Yang dimaksud dengan sengketa ekonomi syari ah ialah sengketa
.lulan bidirng. hukum ekonomi syari'ah. Ekonomi syari'ah sendiri diartikan
hL)[un] L'kononri lrrdonesia yang bersumber dari syari'ah. Dan hukum
ckonomi Indonesia adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan putusan
hLrkum vang secam khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi.a

KegjataD ekonomi syari'ah dimaksud dau jika muncul sengketa
perdaranya menjadi kewenangan Peradilan Agama antam lain adalah:
I . Bank S)ari'a.h

Penyebutan bank syari'ah adalah digunakan terhadap bank yang
rnr:nganut prinsip sya-ri'ah atau bank yang tata cala beroperasinya mengacu
Ilrde ketentuan Islam (al-Qur'an dan hadis) dengan meqlauhi prakek-
irraklek yang dikhaw3tirkan mengandung unsur riba untuk selanjutnya diisi
dcruan kegiatan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dari pembiayaan
ircrdagangan.

Prinsip syari'ah dimaksud adalah sebagaimana disebutkan dalam
pasal 1 angka 13 Undary-undang No. l0 tahun 1998:

"Prinsip sysri'ah adalal aturan perjanjian berdasarka:r hukum
Islam antara banJ< dan pihak lain unhrk menyimpan dana dan atau
penrbiayaan kegiatan usah4 atau kegiatan lainnya yasg dinyatakan
sesuai dengan syari'ah, antara lain pembiayaan berdasarkan priruip
bagi hasii (rnudharabhah) pembiayaan perdasarkan prinsip
penyertaan (musyarakah), pdnsip jual beli barang dengan
nremperoleh keuntungan (rnurabahah), atau pembiayaan barang
modal berdasarkan prirLsip sewa mumi .nFa pilih"n (tarah), atau
dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas baraBg yang
discwa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)".

Ilank syari'ah mengemban berbagi firngsi yaitu:
a. Sebagai lenbaga intermediasi (intermediary iutitution),

yakni mengerahkan dana dari masyankat dan
rnenyalurkannya kembali dana dana tersebut kepada
masyarakat yang mcmbutulkannya dalam benhlk fasilitas
pembiayaan. Pembiayaan yang dimaksud meliputi

' /.',Ir \''hadr. //!l,D a6rn. (Jal("na: PT. Rajacrafindo Persida 2005), h.3t.

^l 
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Yusnu Zaida : Kewudngu, r\4titirtl

pembiayaan dalarn be tuk kredit sefla pemDiayaan lain \ irn!
biasanya dibedkan oleh lembaga pembiavaar non bank
(multi finance co pafiy) seperti-. leasing, hire phurt]ru.,1
equily participatlon alau rentura cdpila// penyerraa| nrodel
dan lain lain.

b. Sebagai lembaga yang melakukan f'ungsi clarill (ttl'rrtv.1tn)
yalqi usa-ha dengan orientasi yang priljt orientcd. Ivlisrin,,'ir
dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan yang disel--ut u/
qardlhxl hasan (benevolent loan) ya\tu pinjairan uarg Lnrll
imbalan apapun dan hanya dikembalikan daliun junrlah lrrnr
sama den gan jumlah pada wakr u d ip inj aml an 

-.

2. l,€mbaga Keuangan [,liko Syari'ah
Yang dimaksud dengan lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (l-K\4S)

adalah merupakan " lernbaga keuangan berdasarkan prinsip sy;ui'irh dengal
skala mil(Io". Sepefti Baitul Mal wat Tatnwill,r',/ (BMT). Kegiatan urrme dir.i
lembaga ini adalah menghimprm dana dan mendistribusikaniyit kclri)xli
kepada anggota denga.n imbalan bagi hasil atau mark up/margin lscsLr,i
syari'ah). Tujuan dari BMT ini adalah untuk menyediakan dana nLrralr dan
cepat guna pengembangan usaha kecil bagi anggotanya6.

Kebemdaan BMT setidaknya mempunyai beberapa pera,r, _,'ekni:
Menjauhkan masyarakat darj praktik ekonomi non syari,ah.
Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecrl.
Melepaskan ketergantungan masyarakat pada rentenir.
Menjaga keadilan ekonomi masyomkat dengan Jisrrilu.r ,.rr.
memta.'

a.

b.
-c.

d.

BMT dalam operasionatnya dinaungi oleh badan hulum berr.rpa
koperasi atau kelompok swadaya masyarakat- sekelipun sebrn:r,rr.i .1,

tersebut L-uang tepat. Katena apabila koperasi simpar pinjam iru

5sutan Remy Sjahdeini, Peftanksn Istan dan kedudukannya dutan Turl tl ur)
Perbankan lli Indonesia, (Jakarta: Prstala Utama crafif 1999),h_ l-3_

uFatlnrrrahman lamil, Lemboga Keuangan ga ,ah di ln.to esia. Artiket dr rn
Suara Aldilag Vol 3,IX, Pokja Perdat4 MA. zu,2006, h.92.

THeri Sudarsono, Eazi dan Lenbaga Ke angan Eatikr, (jogiakatu: Ekonosia
2003), h.97-98.
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ilikhususkan untuk anggota kop€rirsi saja, sedangkan anggota/nasabah BMT
: r"r rl-r..r.'an .. ang dihrrikan lidak hanya kepada anggot"a tetapi juga urtuk di
. . . U rlL ola rlau r idd< lagi jadi anggora jika pembiayaan telah rampuog.8

N.lekanisme operasional dan produk BMT ini pada dasamya hampir
scma dengan apa yang dilakukan perbankan syari'ata baik dari segi
l,cnd:rnaal maupun penyaluran dana,/pembiayaan, na$utr yang
membedakiunya hanya skalanya saja yang miklo, Karena tujuannya adalah
untuk nrcnanggulangi kemiskinan dengal segmentasi masyaJ"dkat yang
lcrlinggirkan, masya:akat yang termaljiDalisasi, tidak bisa terseftuh oleb
perbankan.e

IIM'I mempunyai beberapa komitmen yalg harus dijaga supaya
lonsisr.en lerhadap perannya. Komitemen tersebut adalah:

a. Menjaga nilai-nilai syad'ah dalam operasionahya-
b. Menrperhrrtikan masalah-masalah yang b€rhubungan dengan

pembinaan dan pendanaan lsaha kecil.
c. Meningkatkan profesionalitas BMT dad waktu ke waktu.
d. Ikut serta terlibat dalam memelihara kesilambuogan usaha

m asyarakat. 
Io

tjntuk lembaga keuangan syari'ah, Dewan Syari'ah Nasiornl telah
nrengeluarkan Fatwa No I4/DSN-MUL/DV200 tentaqg Sistem Distribusi
I]a\il I.Isaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, disebutkau bahwa
1 ernbaga Keuangan Syari'ah oleh me[ggunakan sistem Accrua] Busis
mauprrn ca.ll ba.sis dalam administrasi keuanga.n, tergantung kepada akad
r ang disepakati antara pihak pihak.tt

I)isamping itu juga dikeluarkan fatwa No. I5/DSN-MUVDV2000
rcr)tang Prinsip Distribusi Usaha Dalam Lenbaga keuangan Syari'ab, yang

nada dasarnya bahwa di dalam lembaga keuangatr syari'ah pada dasamya
rirpirt mernilrh prinsip bagi hasil (retenue shoring) atau bagi untung (p,'ol,
il,r;/t?g/, tetapi dianjurkan untuk memilih prinsip bagi hasil. 12

1^tu hiJd Kyenohgan Peladilan ...

rl'1 A!nin Aziz., Repubiika Zl212005
'I'athuffahman Jamil. op. cr., h. 93
'rllcri Sudanono, op. crt., h.98.
li,kian Srm (et al), H/rrpuhan Fatvla dasan Sya 'ah Nasionat (Jakafts. Dewul

\\lriiih Nasi.naldan Bang Indonesi4 2003), h.91.
" thiJ.h.96.
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3. Asuransi dan reasuransi Syari'ah
Adapun yang dimaksud dengan asuransi adalah: ',perjanjian unrara

dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mcngikrtkandr.i
kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk tenanuguu-
karena kemgian, kerusakan atau kehilangan keuntungan, yang dihlrapkin..
atau taDggung jawab hukum kepada pihak ketjga yang mungkin akln rrr:r dj
anlara tetanggung, yang timbul dari sesuatu peristiwa yang tidak pasti. araLr
untuk memberikan sesuatu pembayamn yang didasarkan atas meninggrl
atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.". (pasal I Undang-undlrrg
Nomor 2 tahun 1992. tentang Usaha PerasuraJrsian).

Asuransi merupakan tuntutan masa dcpan, karena asurirrsr
mengandung manfaat manfaat sebagai berikut:

a. Membuat masyarakat atau merusahaan menjadi lebih arnan r].r|i
resiko kerugian yang mungkin timbul.

b. Menciptakan efesiensi perusahaan (bussines e/fisiency).
c. Sebagai alat penabung(savr'rg) yang aman dari gejolak ekononri.
d. Sebagai sumber p<ndapatan (earning po.^,gt.1ang diJi1.arl r1 1 r,

fi nancing the bussrnes.'r

Untuk dapat melibatkan ummat lslam sec.lra optimal rerludap Lrslha
asuransi maka pada tanggal 25 Agustus 1994 dibenruklah Asuransi ralirli l

keluarga yang beropetasi di bawah perusahaal lT. Syarikat llkriirl
Keluarga Asuransi ini menggunakan prinsip prinsip srar-irn r;1n, p., r,
dasamya mempunyai perbedaan dengan asuransi konvensional. yaitu:

I ). Unsur k€tidakpastian (gharar)
Dalam asuransi konvensional pada akad akadnya masih rerdirp:tr

lmsur-rmsur ketidakpaslian, karena nasabah mengetahui secara pusri
besamya jumlah pertangglnganny4 tetapi tidak mengetahui jumlah scluruh
premi yang akan dibayarkan. Beda dengan asuaosi syari'ah. yang nlrir:l
kontraknya didasarkan pada akad tolong menolong dan saling meijanin.
Dalam prinsip ini semua peserta asumnsi menja<Ii penolong dnn pcijanin
satu sama lain.

2). Unsur gambling (maisir)

r3A. Abbas Salirn, Da:ar-da.sat
RajawEli Pers, 1989), h. I2-13.

lturan:i (ptinciples af lneltunce). tJtka|rt
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l)al.rm aswansi konvensional pihak yang satu mengalani
kcunlunqan- Sedangkan pihak yang lain mengalami kerugian. Sedang dalam
rrsurunsi takaful yang menganut prinsip syari,ah revecing periode bermula
rIlri r\'"alnya bahwa setiap peserta mempuoyai hak untuk mendapatkarurya
( ash \/alue dan mendapatkan semua uang yang dibayarkar! kecuali hanya
rciragian kecil, yang sudah dimasukkan ke dalam rekening khusus peserta
ilalilm bentuk derma.

l). LiDsur riba
I)alam usaha asuransi konvensional terdapat usaha dan itrvestasi

Llcrgan meminjamkan dananya atas dasar bunga, terutama dengan baik-
l)ank dan lunds manager companies. Sedangkan dalam asuransi takaful
dcngan sisten syari'ah tidak terdapat usala dan investasi dengan sisiem
hunga.

4). Unsur komersial
Dasar asuransi kolvensional unsur komersialnya masih menonjol,

scbagai akibat dari penerapan sistem burga" Seda4 dalam asurdnsi takaful
Lnsu| komersialnya tertutup olgh uns\r ta'qrun, Atru pertolongan s€bagai
,rkihat dari penerapan konsep ol-mudharabah, dengan sistem bagi hasil
l.-cuntungan.l4

I)cwan Syari'ah Nasional mengeluarkan fatwa No. 2llDSN-
\j;:li200l rentang Pedoman Umum Asuralsi syari,atq anlara lain
nlJnr,chlrtan bahwa Asuraasi Syan'ah (Takaful Ta,min atau Tadhanun)
riilllah usaha saling melindungi di antara sejumlah orang dalam bentuk asset
.\ti\rttlan tdhdrru' yang membei pola pengembalian untuk menghadapi
rcsiko tenentu melalui akad yarg se$xi syali'ah . Dalam fatwa ini juga
.J.Jr.rr r|nrrnt rea:uransi. jenis akad asuran-"i, klaim, prem.i datr _lainyang
l . rr,\ungJn dengan asuransi dan reasuransi herdasarkan syari'ah. 'r

L ltclsa Dana Syari'ah
l\.lenurut pasal I ayat (27) Undang Undang Nomor 8 tahun 1995

Irir;,rg l)asar Modal, disebutkan bahwa reksa dana adalah: "Suatu wadah
\ r.n8 d;pcrgunakan untuk rnenghimpun dana dad masyarakat pemodal untuk

I'warkum Somitro, Asas As,At Perbankan Istan dan tenbala tenbaga Te*ait
t..t t. ' t t\n.tu|' ( lalatu: Pl. Rajacrafindo Perlasa" Ldr), h. t68-t70.

\1. l\h$ an cr al . of. ct, h. l15-119.
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selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek manajer invesrasJ ylng
telah mendapat izin dari Bapepam".

Untuk Reksa Dana Syari'ah (Islamic lnl)eslment iunlr.r prrde
dasamya memiliki p€ngertian yang sama dengan ReLsa dana konvcnsional.
hanya saja cara pengelolaan dan kebijakan investasinya harus berdasarkan
syari'at Islain, baik dad segi akad (ftansaksi), pelaksanaan investasi nrlupun
dari segi pembagian keuntungan. Salah satu tujuan dari Rcksa Dana Sy$ri alr
adalah memenuhin kebutuhan kelompok investor yang ingin menrpcroleh
pendapalan investasi dari sumber dan cara yang bcrsih dan dapar
dipertanggung jawabkan secara r€ligius, s€rta sejalan dengan prinsip prinsip
syari'ah.

Dalam fatwa dewan Syari'ah Nasional Nomor 20/t)SN-
MUylX2000 tentarg p€doman pelaksanaan Investasi. Untul teksa l)arra
Syari'ah antam lain menyebutkan bahwa:

- Reksa dana syari'ah adalah reksa dana yarg beroperasi mcnuruL
ketentuan dan prinsip syari'at Islam, baik dala bentuk akad arllrfu
pemodal s€bagai pemilik hafia (shahib al-mat /rabb al-mal) dengan
manager investasi sebagai wakil shahib al-nat dengan pcngruna
investasi.

- Mekanisme operasicnal dalam reksadana syari'ah terdid lras;
a, antara p€modal dengan manager investasi dilalukan clon[xn

sistem lralra/ar, \ian
b. antara manajer investasi d8n peogguna investasi dilakukar dcrrgan

sistem mudhdrabah
- Akad antara p€modal dengan manajer invcstasi dili*ulan secar.a

wakalah.
- lnvestasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yarrg sesr,nr

dengan syari'ah Islam. mcliputi:
a- instrumen saham yang sudah melalui penawaran umurn clan

pembagian deviden di dasarkan pada tingkat laba usz*ra :erra
tidak memiliki hak istemewa--b. Penempatan dalam deposito pada Bank Umum Syari,a[

c. Instrumm investasi lain baik jangka panjang maul.un rllqki,
pendek yang sesuai dengan prinsip syari ai.ro

'6lkh\,/an eL al,6rd, h. l2l-124-
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( ,htrfrsr S)ari a}l dan sural b€rhalgajangka meoengal syari'ah
Obligasi adalah suat b€rharga jangka panjang, Menurut Sumt

Kcpulusan Menteri Keuangan No. 2548/KMK.0.l3l1990 .nggal
,l I)cscmber 1990 Junto Nomer 1199/KMK.010./1991 t'anggal 30 Nopemb€r
1991. ]ang dimaksud dengan obligasi adalah :"bukti hutang dari emite[
leng nrengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta
pirlunasan pokok pinjamaturya dilakukan pada tanggal jatuh 1empo,
sekurang kurzLrgnya 3 tahun sejak tsnggal emisi".

Dalam peristilahan pasar modal intemasioml atau peristilahaD
merchant banl<ing disebut "bord". Loll dan Buckley membedkan defnisi
:"tt horul is an engrmed ce ificate iqdicating that a corporation has
a.tfuou, a u lxeJ sum ol money and promises to rcpay it ar a futuru.,.tt, idngkr waklu tersebur adalah 20 sampai 30 tahun. Bunga dari
obligasi disebutkan dalam presentasi yang dicantumkan pada obligasi
lJrschut.

I)alam iatma Dewar Syari'ah Nasional No. 32/DS-MUI|[X/ 2002
tcntang obligasi Syari'ah Mudharabah antara lain meDyatakan bahwa:
Obligasi Syari'ah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan

frinsip s),ari'ah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegarg obligasi syari'ah
' lrp.r l-ui ha.il /margin/fee serla meobay€r kembali dana obligasi pada

;rtuh tcmpo".l8
Obligasi Sydri'ith diatur dalam beberapa ketentuan khusus, yakni:

.r. Akad yang dapat digunakan antam lain :

1 ) Mudharabah (Muqaradhah)/qiradh;
2) Musyarakah
3) Murabahah
l) Salam
5) Istishna
6) ljarah

h. .lenis usaha yang dilalarkan Emiten (Mudharib) tidak boleh
berientangan dengan syari'ah dengan memf,€rhatikan substansi
latwa DSN-Mlll No. 20IDRN-MUL4V/2001 tentang Pedoman
Pellksanaan Investasi untuk Reksa Dana Svari'ah.

..u v | <ildin lulian G. Buckle]. I98t. b. 19.-ll r.dr qJr 
ter rl). op ci! . h.121-128.
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c. Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikar emiten (mudhrrib)
kepada pemegang obligasi syari'ah mudharabah (shahib at nlrl)
harus bersih dari unsut non halal.

d. Pendapatan @asil) yang diperoleh pemcgang oblig:ui s_variah
sesuai akad yang digunakan.

e. Pemindahan kepemilikan obligasi syari'ai mcngrl,rrr *,r,r Jk:,.
yang digunakan.19

Untuk obligasi syari'ah mudhambah Dewan Syan'ah Nirsionai jugrr

mengeluarkan fatwa No- 33/ DSN-MUI4X/2002, diatur bahwa:
a, Akad yang digunakan dalam obligasi syari'ah mudharabah ad.rldh

akad mudharabah.
b. Jenis usaha yang dilakukan emiten (mudharib) tidak bolch

bedentangan dengan syari'ah dengan memperhatikan subsLrnsi
fat*a DSN/tr4UIITV/20O1 tentang Pedoman Pclaksanain lnvcstlsi
untuk Reksadana Syad'ah.

c. Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan eniten (mutlhurrint
kepada pemegang obligasi syari'ah mudharabah (shahib ul nn,tt
harus bersih dari unsur non halal.

d. Nisbah keuatungan dalam obligasi sy;Lri'ah mLrdharairah
ditentukan sesuai kesepakatan, dengan ketentuan pada saal irtull
tempo diperhihugkan secam keselwuhan.

e- Pembagian p€ndapatan (hasil) dapat dilakukaa secara pcr.ioc||.
sesuai kesepakatan, dengan ketentuan pada saat jatuh tcn,p,r
diperhitungkan secara keseluruha.

f. Pengawasan Aspek Syari'ah dilakukan oLeh deu,an pcngarvas
syari'ah alau Tim ANi Syari'ah yang dihrnjuk oleh Dewirn Syar; a]]
Nasional MUI, sejak proses emisi Obligasi sya.i,ah trruliharabah
dimulai.

g. Apabila Erriten (1"[udharrib) lalai dan alau melanggar sla:ar
perjanjian dan/ atau melanpaui batas, maka emiten berkcrvajiban
me4jamin pengembalian dana mudharabah, dan penrcgarrg
obligasi syari'ah mudharabah dapat meminta emitcn untul
membuat su'at pengakuan utang.

h. Apabila eniter\ (nudhaftib) diketahui lalai dar/atau Drelaopaui
batas kepada pihak lain, pemegang obligasi syarl'ah Qnudhurrih d

'" Ibi,i, h.2ot.
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nd, mudharabah dapat menarik daaa obligasi syari'ah
nudharabah.

i. Kepemilikan obligasi syari'ah mudharabah dapat dialihkan kepada
pihak lain, sclama disepakati dalam akad.

l) l)rinhlayaan Syari'ai
I'embial'aan syari'ah adalah p€mbiayaan yang opeftnionalnya

bcrpegang pada p:insip syari'ah. Pembiayaan secara umum diartika[
dcnlan:"Badan usaha yang melalerkatr kegiataD dalam bentuk penyediaan
lUr,r .rr:ru h]r3ng modal dengan tidrl menarik dana secam langsung dari
,,,rrr,r,.'Lat'lo

Kegiaran pembiayaan ini dapat dilakukan oleh perusaha.en
pcnbiayaan, yakd badan usaha di luar bank dan di luar lembaga keuangan
bukarr hank l,ang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang temasuk
,lalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Bidang usaha yang dilakukan
llch pcmsahaan pembiayaan adalah:

Sewa guna usaha (/easr'rg)
Modal 'vcn'h$a (Nenture capital)
Perdagargan surat berhar ga (Securaties trade)
ll saha kaftt ktedit (credi( c6td)
An jak Piutang (/aclorin&)
lrembiayaan Konsumer' (C onsumers Jiwnce)2\

Menunrt pasal I (12) Udang-undang Nomor l0 tahun 1998
rcnlang Perbankan mcnyebutkan bahwa :

"l,cmbiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan
uang aft,u tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan

lesetoiuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang
movajibkan pjhak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau
ragihan t,bulga.ll setelah jangka wal(tu tartentu dengan imbalan
etaLr bagi hasil".

i. l'eqrdaian Syari'ah

'',\bdul kadir Mulrammad dan Rilda Mumiati, Seg, H|tctn Lenbaga Keltangan
i, t t'r tr t,.i,,ltJ. uh. lBmdung: Citr-d Adilya, 2000). h. i 8.

b

d.

l.
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Pegadaian syari'ah adalah sebuah lembaga yang begerak di bidrLrx
ekonomi syari'ah yang usahanya berupa penjaminan barang guurr
meirdapatkan pembiayaan berdasaikan prinsip prinip syariah ld.

- pemb€ntukannya diawali adanya idealisme untuk selaiu meniahn,iilir
aktivitas berdasarkan-syari ah. Disamping kdrcnt melihll lt.hcrh.rrr .rn hrrr I
dan asuransi svari'ah 22

Aspe( lcgalitas bagi lembaga pegadaian syari'ah adalah rlcngrrr
dikeluarkannya peraturan Pernerintah Nomor 19 tahun 1990 renllrng
Perusahaan Umum Pegadaian yang pada pasal 3 ayat (la) menycbutka
bahwa: "Perum pegadaian adalah badan usaha tunggal yanll dibcn
wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas disar hukum galai,.
Kemudian pada pasal 5 ayat Qb) menyebutkan bahwa salah satu misi dari
Perum Pegadaian dan dapat dijadikan ligitamiasi bagi berdirinya pegadaian
syari'ah adalah :"pencegahan pmktik ijon, rib4 dan pinjaman tidak rvaiar
lainnya.

Dalam menjalankan pegadaian syari'ah, pegadaiar harus mem,:nul,i
rukun gadai syari'ah yang antara lain adalah:

a- Ar-Rahin (orang yang menggadaika-r), yaitu orang yang lelah
dewas4 berakal, bisa dipercaya, dan merniliki biuiurg lang akan
digadaikan.

b. Al-Mwtqhin Generima gadai), yaitu orang, banl. atau lcrrlbarrir
yang dipercaya oleh rariruntuk mendanalLan m.,dal ucnl ,,
jaminan barang (gadai)

c. Al-Marhu ralm (baraog yang digadaikan), yaitu barrmg yang
digonakat rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendaparkan
uang.

d,. Al-Marhun bih Gtar:.g), yaitu sejumtah dana yang diturikan
murtahin kepadarahn atas dasamya tafsimn mali,,

e. Sighat, ijab qabul yaitu kesepakatan a^tara nhin dut nu-tuhi),
dalam melakukan tralsaksi gadai.

Adapun syarat gadai syari'ah adalah sebagai berikut:
a. At-rchin ( otuigyang menggadaikan), dar. al-Murtahin {percttn.r

gadai) adalah onrng orang yang melakukan perjaljian rairr |uru:

' zHeri Sudanono, 2003. op. cit.,h.t57
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mengikuti syarat-syarat berikut, yakni Oemkal sehat datr layak
melakukan transaksi pemilikan)

l. Sighat , disyaratkan tidak boleh terikat dengat syarat tertentu dan
.iuga suatu waktu di masa depan. Untuk ralz mempunyai sisi
pelepasan bararg dan pemberian utang sepelti halnya akad jual
bel; , maka tjdak boleh diikat dengal syarat tertentu danjuga suatu
waktu di masa dcpan,

c .1|-Marhun bih (ia g), harus merupakan hak yang waiib
diberikan/ diseralrkan kepada pemilitnya dan memungkinkan
pemanfhatan sera harus dikuantifikasi atau dapat dihitung
jumlalrny-a (bila tidak dapat diul:ur atau tidak dikualihkasi rqr,n
itu tidak sah).

d. Marhun (barang) syaratnya haruslah dapat dipedual belikan,
beixpa harta yang bemilai, bisa dimanfaatnya secara syari,ah,
dil(etahui keadaan fisikny4 s€rta harus dimiliki oleh rahjn,
Seticlaknya harus seizin pemiliknya.23

\ i)inx Pensiun lembaga keuangan syari'ah
Yrrng dimaksud dana pensiun menurut Undang-undang Nomor ll

rrhrrn l()()2 adalah: "Badan hukum yang mengelola dan menjalankan
,r,,grurr yairg menjanjikan manfaat pensiun,'. Dengan demikianjelas bahwa

'rurr rnengelola Dana Pensiun adalah perusabaan yang memiliki badan
.t lr "lr ni bank umum aau asuransij iwa.

lvlenurxt Undang-undang Nomor I I tahun 1992, Dana p€nsiun dapat
,Iiuolonfkan kc dalam beberapajenis yaitu:

r Ltaua Pensiur Pemberi Kerja (DPPK)
n l)rna I'ensiun Lembaga Keuangan @PLK)

Karena pada dasamya pengelolsan dana pensiun dapat dilakukan
1,1, h ffrnbcri kerja (DPPK) atau lembaga keuangan @PLK). perusahaan

,rtr',purvai beberapa altematif. Altematif ini disesuaikan dengan tujuan
irinrsahiran tanpa rnenghiiangkan hak karyawannJa. Altemaiif yang dapat
ilil)ilih lcrscbltt antara lain:

l frlendirikan sendiri dana pensiun bagi karyawannya-

"/bi 1 h l60-l6l.
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b. Mengikuti program pensirur yang diselenggarakan olch d:rna pensiLrn
lembaga keuangarr lain.

c. Bergabung dengan dana pensiun yang didirikan oleh pcrirbcri kc,jr
lain atau,

d. Mendirikan dana pensiun s€cam bersarna-sama dengan pcmberi
kerja lainnya2a

Setanjutnya penyelenggara dana pensiun lembaga keuangan dapar

-pula dilalorkan oleh bank umum atau asurarsi jiwa setel.dh cndapi{
pengesahan dari Mented Keuangan (DPLK).

Berdasa*an uraian di atas memungkinkan berdirinya dana pensiur
dengan prinsip syari'ah atau Dana Pensiun Lenbaga keuangan Syari'ah
dengan bery€gang kepada peraturan perundangan-undangan di atas scbagai
unsur legalitasnya dengan menambah nilainilai syari'ah sebagai ciri
khasnya. Sep€rti misalnya yang ada dalarn Draf Kompilasi Hukum Lkonomi
Syari'ah disebutkan bahwa:

a, Dana Pensiun Lembaga Keuaogan Syari'ai hanya dapat
menyelenggarakan Program Pensiun luran Pasti Syari'ah.

b. Bank syari'ah dan perusahaan asuransi jiwa syari'ah dapat befiindak
sebagai pendiri Dana Pensiun I-embaga keuangan Syari'ah dengan
memsnuhi ketentuan yang ditetapkan berdasarkan peraturan
perundangan yang berlaku.25

9. Bisnis Slari'ah
Bisnis syari'ah adalah salah satu bagian dari ckonorni syari'ah.

namun ruang lingkup dari bisnis syad'ah ini cukup luas, bahkan kalau lita
perhatikan kepustaka.m hukum bisnis ia mencakup bidang-bidang dalam
ekonomin syari'ah. Namun dalam hal ini bisnis syari'ah dimaksud adalalr di
luar bidang-bidarg lain yaag juga menjadi kewenangan Peradilan Agama
dalam penyelesaian sengketanya.

2aKatmr, BanL don Lenbaga Kann4dn Lainnya, (Jakana: pt. Rajacrafin,lo.
t.th), h.3r0.

?sMahkarnan Agrme Rl (Tim Fenyusun), r.ay' Konpito'i Huhm tstuh (Nusteh
Akadenik). (Iakarta.. t.tp,2007), h. 25 8.
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n..nr. rlariai adalab sebuah istilah )aug digurakar untuk
rcngganharkan adanya kegiatan atau aktivitas dalam kehidupan sehari hari

\irr! terkait dengan pertukaran bararg , jasa atau uang yang saling
rcngrrnrunqkan dan memberi manfaat dengari tetap memperhatikan prinsip
1.ri;rsr1: s,r-ari'ah- Ada beberapa aspek yang melekat pada bisnis syari'alr,

.p.l elonnmi tiqtisadi, aspek moral (akllak), aspek hukum
'', r,r".bn iugr aspek teologis (iman),'?6

l{.r.rne lingkup bisnis syari'ah ini ridak dijelaskan secsra rinci di
i|,iirm pcraturan perundang-undangan, sehingga uoiuk melihatnya dilakukal
,lcntrrn rrerujuk kepada kitab kitab fiqh muamalah serta beberapa peraturan

lrtrLrrrdang-urrdangan dan juga fatwa fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional
\1t rt.

Sec:ua urrum terdapat empat input yang selalu dipergunalan oleh
1.:lrLl,r bisnis dalam melaksanakan kegiatanny4 yakni: pedam4 sumber
li\r mrnlrsia yang berperan sebagai operator dan pengendali orgarisasi
i,r*i!: kedda. sumber daya alam (termasuk tanah dan segala yang
I hrrsitkannya); ketiga modal, meliputi keseluuhan alat dan perlengkapan
n(.iin. serla bangunan danjuga dana yang dipakai daiam memproduksi dan
n cndisLribusjkan buang dan jasas; keempat entxepreneurship yalg
r:rcncakup segala aspek keteranpilan dan keb€ranian untuk

. r-i, rnhinasikan ketiga faktor sebelumnla unfuk mewuiudkao suaru
'r r.rr .,:rlan rarrgla mengha:ilkan barang dan jasa.27

PO'TENSI MUNCULNYA SENGKETA PADA BIDANG EKONOMI
SYAIII'AH DAN PENYELESAIANI{YA DI PERADILAN AGAMA

Sengketa adalah kata lain dari konflik. Ada ahli yang menyamakar
|ulgcrrian antara sengketa dengan korllik adapula yaDg membdakarmya.
llagi \ang menyamakarmya sengketa atau konflik diartikaD d€ngan suatu
interaksi yang bersifat antagonistis (berlawana.o, berseberanga4
hcdentansan). atau hubungan adtara dua pihak atau lebih yang
mcmiliki/merasl meniliki sasamn yang tidak s€jalan. Bagi yang

ri,{bdurrahman, Mdraldr- nasalah Hutun Dalan Pela*sanaan Ekanoni Srai'ah
l\'1akal!h prda rapal lerja kelompok perdata agafta Mabkanah Agung Rl, Cisarua Bogor,
1 l{, lr Nlarct 2007), h. 12.

"U. aUul manan, Si-rtel.. Ekononi Be lasa*tn Stari'd, (anikel dalan Suara
,llilii-.Vol3 No lX. Sepiember2006), Jakarta, MA-N. h. l8-19.
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membedakannyq maka yang dimaksud dengan konilik adalah kcdrrir:
- dimana para pihak menyadari/mengetahui tentang adanya pchsaan liJi,l

puas. sedangkan sengkera adalah dimana konplik lers.bul .ti.).rr.rL..
dimuka umum atau melibatkan pihak ketiga.rr

Setiap kontrak (perjanjian) yang dalam ekonomi syariah dilcn,rl
dengan istilah al<ad yang dibuat para pihak hams dapat dilaksanrkan dr:r11rrl
suksreta atau i'tikad baik, namun dalam kenyataannya hallerscbLrr scringl ii
dilanggar, sehingga pada akhimya memtmculkan sengketa di antarr parir
pihak yang tellibat dalaD kontrak ters€but.

Pada dasamya setiap sengketa yang muncul termasuk senql(tii
ekonomi lerdapat tiga aspek. yalni:
l. Aspek luridis, yalni adanya perbedaan ailaft das sein dau tla.s 

"ttllcn_atau perbedaan antara kenyataan yang tedadi dengan norma yanu
seharusnya dijalankan. Sehingga sessuatu yarg terjadi itu sebcnamy:r
merupakan hal png secara romatif seharusnya tidak boieh tcriadi atau
tidak boleh dilakukan.

2. Aspek sosiologis, yakni adanya suatu fakta yang menbuat suatu pihal
merasa dirugikan oleh pihak lawan yang mcmbuat/melakukan
fakta&ejadian itu, dan tidak rnau secara suka rela mengganti kcrugian
atau menyelesaikan dengan damai dan masing-masing pihak tidal nurr
mengalah atau mengalah salah satunya.

3. Aspek psikologis, yakni bahwa pada hakikatnya sengkeh itu tcdadj
antaftr SesauTla manusia dalam kapasitas cpapun. Ro.e .n,.sr,,,,.,,
manusia inilah yang memunculkan adanya senglerr.2o

Oleh karena setiap s€ngketa mempunyai 3 (tiga aspek, maka scriajr
sengketa memiliki 3 (tiga ) sifat yang meiekat paclan1.e. rrni.
melambangkan unsur-unsurte{sebut, yaitu:
l. Sifat fo.mal, yakni sifat sengketa yang melekat pada nilai atau nornre

hukum yang mengatumya, mtmgkin karena nilai norma hukunrnra
kurarg jeias. terdapat beberapa aruran yang bcrbcJa hcdu ,,o , .,, n,

'zsAbdunsnrnaq Perara, Hakun Daton penansstan:on Kahltik Sasiut. A i!:
dalam Syari ah (iumal Hulrurn dan Pemikilan. \om,rr I lahun l. joun, t.n; ,,.,
Banjamasin, 2002, h. 8-9.

'A. Muhi Ano, op c4 h.38.
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berlaw:Lnan. ada,rya keragu raguan atau ketidakpastian hukun, atau
'.. '.m .rdan) c rturan dar lain sebagainya-

I Silirt substansial, yakni sifat sengk€ta yang melekat pada objek sengketa
atau bcnda yang disengketakan, mungkin bendanya b€rbeda atau
frcrlainan dan sebagainya.

'. Silitt emosiorai, yakni sifat sengketa yang rnelekat pada manusiany4
rngkin karena pcrasaan (yang meliputi atika dan estitika),

pernikirannya (anggapan, penilaian, pandangar; penguraian analisis,
cara bcrpikir dan keyakinannya)keiaginan atau kepetrtinga! yaDg
bcrbeda atau berlawanan-3o

I)engan demikiar maka potensi konflik atau sengketa kepentingan
.rn.rra lcmbaga kcuangan dan pihal< pengguna dana dapat pula disebabkan
,,irnr'a perbedaan pesepsi atau interpretasi meng€lai kewajiban dan hak

.. ant hlrLrs mereka pemrhi. Timbulnya perbedaan tersebut antara lain karena
lrirl-hal bcrikut:
i I cmbaga keuangan ingin mencapai tujuao memprcleh keuntungal tanpa

mcmpcrt;mbangkan kebutuhan dan kemampuan pengguna dana dan
langka waktu penggunaan dam. Sedangkan pibak pengguna dana ingin
rncncapai tujuan hemperoleh keuntungan tanpa p€ngawasan atau
kontrol dari pihak lembaga keuangan penyedia dana.

L'\tLrran hukum yang berlaku atau pe{anjian yang menjadi dasar
hubungan hukum kedua pihak tidak jelas, kurang lengkap, belum ada
riiL:an pel:rksana. atau tidak ada pengaturan sama sekali. Dengaa
,l.rrrikian kcdua helah pihak berfikir dan bertindak rnenurut kehendak
,.rr . :rrr merela sendiri. tidak ada kesamaan persepsi,

I rerl.rrli keadaan dTutrat (Jbrce najeui yal\g tidak dapat diatasi oleh
,irrpa saja. termasuk kedua belah pihak. Lembaga keuangao mengklaim
...r r-,:u.r:r dana lang bertanggung jawab. sedaogkan penggutra dana
''', r, :rk ringBung Jawab karena dia merasa tidak bersalah.rl

Kcmudian kalau dilihat dari kegiatan ekonomi syari'ah yarg diawa.li
:rLllrrra pcrianjian alau akad, maka potensi terjaditrya konJlik atau
{.,rgkrlrpun juga tida-k terlepas dari hal tenebut. Meskipun saat pembuatan

'Ihid
Abdul ka(iir Muhammad., Et, al, op- Cit, h.6.
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transaksi bisniVakad pada kegiatan-kegiatan ekoriomi syiui'ah teleh
diupayakan secara ter€ncana dengan baik berdasarl,.an sistem analisa dan
kehati-hatian yang seksam4 bukan merupakan jaminan mutlak untuk ridak
terjadi konflik dan seryketa di kernudian hari, Bagaimanapun ielinra
pen),usunan mmusan perjanjiaq konflik dan sengketa tidak mungkin dapal
dibindarkan sepenuhnya.

Terjadinya sengketa dalam aktvitas bisnis pada dararnya mcrupakr,
resiko logis dari adanya suatu hubungan bisnis itu sendiri, sehinggu per.lu

adanya antisipasi pata pihak terhadap kemungkinan rerjadinya di kcnudi.,ur
hari. Kemungkinan munculnya sengketa adalah disebabkan oleh:
1. Wan prestrasi (menyalahi perjanjian)
2. Perbuatan melawan hukum
3. Resiko usaha (tanggrurg rugi).32

Ada berbagai pola penyelesaian sengketa yalg dikenal saat ini.
salah satu diantaranya adalah melalui pengadilan. Untuk scngkera pad.r
bidang-bidang ekonomi syari'ah pengadilan yang benenang adaLLh
p€ng8dilan dalam lingkungan Psradilan Agama. Sebagaimana bunyi pisrl
49 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agami yang lllth
di amandemen dengan Undang undang Nomer 3 tahun 2006 yakni:

"Pengadilan Agama b€rtugas dan berwenang mcmeriksa.
memutus dan menyelesaikan perkara-perkam di tingkat pertitnta
antara omng-o.ang yang beragama Islam di bidang:

perkawinan;
kewarisan
wasiat
hibah
wakaf
z*at
infak
sedekah; dan
ekonomi syari'ah.

3'?H.Muchsin, SH, MA, (Pendapat yang disampaikan Semirar Sosiatislsi
Kornpilasi Hukum Ekonomi S',ari'ah, Banjarmasin, 2007).

fL

b.
c.

d.

f.
g.
h.
i.
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Berdasarkan penjelasan dari paserl 49 tjndang-undang Nomo.3
tahuin 2006 yang berbunyi: "Yang dimaksud dengan arrtara orang-orang
yaDg beragama Isiarn adalah temasuk or:ng atau badan hukum yang
dengar sendirinya menundukkan diri dengan suka rcla kepeda hukum Islam
mengenai hal-hal ytrng menjadi kewenangan I'cradilan Agama scsuai
kctentuan pasal ini". maka sl-luruh ra-sabalr Iemhaga kcuangan atau lcmbagii
pembiay.ren syari'ah, atau bank konvensional yang mcmbuka unil usaha
syari'ah dengan sendirinya terikat delgan ketentuan ekonomi syari'ah, baik
dalam pclaksanaan akad mauprur datam peoyelcsaian scngkcta.

Sengketa di bidang ekonomi syari'ah yang meljadi kewenangan
Pemdilan Agama adalai:

a. Sengketa di bidang ckonomi syari'ah antara lembaga keuangan dan
iembagapembiayaan syari'ah dengiu nasabahnya.

b. Sengkeu di bidalg ekonomi syari'all antara sesama lcmbaga
keuangan dan Iembaga pembiayaarr s1,ari'ah.

c. Sengketa di bidang ekonomi syari'ah anta.a oratlg orang yeng
beragzuna Isiam, yang di dalam akar L perjnniiaonya disebLrtkan
dengar tegas bahw.i perhuatdn/kcgirtan usaha y:rng dilakukcn
adalah berdasarlarr prinsip prin,ip s1 ari'rLh.rr

Sebagai contoh misalnya pada kegiatan bank syari'irh, maka dengan
melihat fungsi bank syari'ah sebagai lenrbaga penghimpun dan penyalur
dana di masyarakat, maka berpotensi Llrtuk rnunculnya konflik/scngketa
antara baDk dengan nasabah dalam bank syari'alr terkait deng.rn lungsi bank
sebagai lembaga intcmlediasi yakni sebagai lembaga 1>cnghirrpun dan
penyalur Cana masyarakat.

Dalam praktik perbankan, sengkela yang muncul tlan scring tcrjadi
adalah pada hubungan hukum antara bank dengan nasabah penerima dana
khususnya dalam kcgiatan pembjayaan. ])otensi konflik jtu scndiri dalarr
realita sosial di antaranyan terjadi karena lconflik data yang. disebabkan lack

t\6ha 7ai.1o : Ke\|cnanga Perc.lilun...

iAidul manan, or. .r, h. ll.
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ol inlbrmalion. larcna konflik kcpenrinl;an tint?rett cohlli.l) dan lonJlil
hubungan (rcla/iors, i p confl it t 1ra

Hal ini dibukt;kan dengar meiihat kasus kasus yang diselesaikan
pada Badan arbitrase syari'al na-sional (Ilasyamas), adalah mengenai akad
atau kontrak antam penyedia dana sebagai investor, balk sebagai pengelola
dana, dan nasabah sebagai ponggurra dan4 atau artara bank sebagai investor
dan sekaligusjuga sebagai pengelola dana di satu pihak dan nasabah sebagai
pengguna dara di pihak lain.lr5

Dcmikian juga dengan rdanya sengketa yang muncul dalan
penyelesaian pembiayaan bermasalah (laedit macet) yang disebabkan oleh
kcsulitan kcuangtn yang dihadapi nasabah. AdapLrn p€nyebab kesulitan
kcuangan penrsahaan nasabah daprt dibagi kepada:

a- faktor intemal, yakni fakto. yang ada di dalam perusahaan sendiri,
dan faklor utama yrrng prrling dominan adal* t'aktor marajerial.
'Iirnbulnya kesulitan keuangan pe.us:thaan yang disebabkan oleh
f'aktor-fakto. manajerial rlapat dilihat dari beberapa hal, seperti
kclcmahan dalam kr:bijakan pembelian dan penjualan, Iemahnya
pengawastn biaya dan pengeluaran, kebijakan piut{lg yang kurjng
tepat, pencmpatan yang I'erlebihanpada aktipa tetap, permodalan
yang tidak cukup dan lainlain.

b. faktor ekternal., yakni thktor yang berada di luar kekuasaan
manajem()n pcnrsalnan, seperti bencana aiam, peperangan,
pcrubahaur kondisi peelollomian dar pcrdagaagan. pcrubahan-
p..rubahall teknologi. dar hrin-lain.'o
Untuk menentukan l:urgkah yang periu diambil dalam menghadapi

kredit macet terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya kemaceran.
Bila kemacetan tersebut karcna faktor ekstemal seperti bencana alam, bank
tidak perlu lagi melakukan analisis lebih ianjut. \'ang perlu dilakukan bank
adalah membantu lasabah untul segem mcndapatkan g)nggantian dari
perusahaan asumnsi.

rasyaihrddnr, Jye,ena4r PNtuditdn Agana Tethd(lop S.ngketo pefia *an
:itati'uh. nakalah di sampaikan pada stadium genemt semcsrer geoap pada Fakultas
s)rri' h l^lN  ntosnfl Bsnjarmlsrn. 2004, h. L

"t;tyat t<a'Sa4 Ptuklek Ekanoni Sya 'a, dt./r/or6'a, (Makalah di$rnpaikan
pada P€la{ihan [konomin Syari'ah )Banjarmesin. 2006, h l2-
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Akar aetapi bila penyebab kredjt macot 1crseb01 adalah faktor
intcrnal misalnya karcna sebab mancjcrial, maka bank perlu mcngorcksi lagi
$islem pengawasan. Kalau temyata hal terjcbut srdah malsim.rl dilakukan.
maka peflu diteliti lag; sebab-sebab lain secara lcbih nrendalam. Kalcu
temyata hal tersebul discngaja oleh pihah rnanajernen perusahaan (nasabah),
ini bera-rtj pengusala telah meiakukan hrLl-ha] yang tidat jLlur. Misalnya
dengan sengaja pengusaha menggunakan dana untuk keperluan kcgiatan
usaha lain di luar objek pcmbiayaan yang disepaliati.

Bila kcmacelan tcrsebut akibat kclalaiiln, pclirnggar?rn atau
kequrangan nauabah, maka bank dapat me rinta agar nasabah
menyelesaikan segera. Termasuk meny( rahkan bararg yang diagunkan
kepada bnnk. Namun bila csra cara di lul{r pengadilan tidak dapat dicapai.
maka bank dapat mcnempuh salumn pcnyelesajan clengan jalur hukurr
melalui iembaga pereadjlan. Dalun hal jni ardr ah Peradilan ,\gama.

Demikian juga pada kegiatan bisnis pasf modal, potcnsi terjadinya
konf)ik atau sengketa dapat t(iriadi antarci

a- enliren dnn pcnjantin pelahsanii entisi aias )elilksanaatr pcrjanjian
penjirminr.n emisi;

b. f,enjrunin pelalsana emisi diur agcn penjlaltui alilu;
c. emiten dan badan adrninistrasi e1'el;
d. pcrusahaan sekurilas sebirgai pialug dcngur

(inwsbr/c stomu).''
nasabahnya

Hal di at.rs terjadi pada kcgiatan pasar modal konvcnsionai, tapi
tidNli menutup kemu,lgkinan tedadijuga pada kcgiatan pasar.modal berbasis
syad'ah seperti pada oblig:rsi syari'uh. Dalam hul ini i,eradilan Agama jugi
merupakan salah satu pilihan pranata penyelesaiiu scngkela terscbut.

Pemilihan lembaga pemdilan agama drLlam pcnyelesaian scngkera
bisnis (ekonomi) syari'ah merupakan pilihan yang tepat drn bijaksana. Ilal
ini alan dicapai keselamsan antara hulum lnatericl yang berlandaskon
prinsip-pdnsip lslam derrgan lembaga pcradiltn agama yang merupakan
representasi lcrnbaga pcradilan lsiam , dan .juga sclaras dcngiu aparlt
hukumnya yang beragama lslam serta menguajiai hukum lslam. Sementara
itu hal hal yang berkaitan dengan kcndala lendala yang dihadapi oleh
Peradilar Agama pada dasantya tidal berbenlur.ar dcngi]n llsas personaliias

rlltlt<rndamto luwana. UtgcDti Pugot!run At biir!.
(Artikcl dalan Jumal lhikun aisnis, Volurre 14,2001). h. 6,1.
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\:.i\lr]rJr .)rr\' .rnclclrr lu,lc ltrirLlit:rn irgrrrrr. K.rrt.rr.r tut irri rct;rloltus r.rrrsr mctatut kcrclsajl para njhak unluk tunJrrl, p:rJr arurar \!an,xr
r\t:Lm d\. drD nrr.rruarl,l rn Jrlam llausul:r kuntrd v:r !,1is,:nukrti. 

q

, l).rl.rnr rrrcngadilr suaLu sengkcrc ldc emp.rt legi:ttiut lara dil:diul.ur\:U(n, mci(.,|na Jtrkaril. memerik,a perlara. menAilJtliclan menrejesailan
Ncglul,arr.)ang l(rpcnling di anran, empa( Legiatan,crscbur JJalah leeiatat,,ncngaolr rlJu ntemtrnkal) keadilan lepaJi pcntari te:rJilan. dalam

:::i:olll 1^1r:l:l,l li,Bi, 
{ek'\num,r nrcnr:mukan *."., r,,i"*^i. o""e;rlrLrun rrbulxt hcr tkut- .

a. isi perj.triian, sebab keduclukan grcrjanjirn sruna dengan keiludukan
urrdang-rrrrclang. Kcdudukrin pe4anJian lchih f.rr".rr" alU*Ol""ii,
orngcn rsj undang_,rndilng. Sesuai dengrn kciJa} /,r :a...-?,,1i,
dcroqat h'x 8'.'rrcla1ir. Mifia isi pe{anjian Jidahulukan dcri nadr
undcng-rx1l41g.fl6l ini didasarkar lepaia fi rman AllJlrlarrr.;;
al-Maidab ayat l:

h. 94.

)'LJLr ttsr, 
'_ 

. aJ,J LiL,
"l l,ti "ruux.,,ranq wutp htim.ln. p<,nuhilah,tL1u,l_.t4oJ ittt..,,

tQS dl-lliiLh. t)

b. lindang-undang , sesuai ,irman Allah surall an_Nisa ayat 59:

*- ;'tii trri, 1 ;.7i i,+i., 
^i 

i,Jt t;.,., ji (,,_

._ "]lai orang-orang lang lerimarr, taatilah ,Allah dan taatilalt
llasul (nya), rian ulil am.idi arrtara kamu. -.,, (eS. an-Nir-tt: 5g).

c. Yuri\lnhlcn\i. mcrulclrn pro,lltk )IJilrtil l.\.runu nulusff \an,,rrcmitili kcuat rn btrlalu unruk diiaksanalan .""fi nrirr"i-iilmempunyai.hukum trup. tlila nutusan iru relnh dilalsroalan, mJ,r
'..tcnyurnra ia rl:rpat I'erfungsi sebcgai sunther hukurn.rn

tAbori M-an.,7' ;ir., )ok6,h. )).''lrvfrq. \ddhor;tatut Jt.t quJ at.,S).r4^dh, rAn;i.et \uara rJUit.rgl. )00o.
4osudikno 

Merro kusumo. pentnlt)n ilukw,(\-ogyakada: Libeny,:006). h. I 13.
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vL\nr Zaida : Ktwcnanson Peru.lilan ...

Kebiasaan, sesuai kaidah "Adat merupakan sumber hukum"
Perjanjian intemasional-
Fatwa Dewiur svari'ah Nasional MUl.
Fikih Islarn bidang mualnalah.4r

d.

t
s.

PONUTUP
Di akhir tulisan ini dapat Cisimpulkar b€berapa hal;
Peradilnn Agama adalah pcradilal Islam di Indorresia, sebab dari

jenis jenis perkara yang menjadi kewenangannya seluruhnya adalah jenis
p€rkara yang didasarkan kepada agama Islam. Selain itu I'eradilan Agama
juga dilhususkan bagi mereka yang berag.ama lslam dadatau mereka yarg
menyatakan di.i tunduk kepada hukum Islam. Salah satu kcwcnangannya
adalah me.yelesaikan sengketa-sengketa ekononri syari'ah.

Yang dimaksud dengan sengketa ekonomi syari'ah ialah sengketa
dalam bidang hukurn ekonomi syari'ah. Ekono ni syari'ah sendiri diartikan
hukum ekonomi Indonesia yang bersunrber dari .yari'ah. Dar hukum
elionomi Indonesia adalah keseluruhan kaidah kaidah dan putusan putusan
hul-um yang secara klusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi.

Potensi lvlunculnya Sengketa pada Bidnng Ekonomi Syari'ah dan
Penyelesaiannya di Peradilan Agama terkait dengaD kontrak (perjanjian)
yang daiam ekonomi syari'ah dikeml dengan istitah alad.

Dengan demikian maka potensi konflik atau sengkcta kcpentingan
antara lembaga keuangarr dan pihak pengguna dana dapat pula disebabkan
adanya perbedaan persepsi atau interprehsi mengenai kewajiban dan hr*
yang harus mereka penuhi.

Terjadinya sengketa dalam akwitas bisnis pada dasamya merupakan
resiko logis dari adanya suatu hubungan bisni{ itu sendiri, sehingga perlu
adanya antisipasi para pihak terhadap kenrungkinan terjadinya di kemudian
hari. Dalam hal ini Peradilan Agama juga merupakan salah pilihan pratata
penyelesaian sengketa tersebut.

Pcmilihan lembaga peradilan agama dtlam pcnyclesaian scngketa
bisois (ekoromi) syari'ah merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana. tlal
ini akan dicapai keselarasan antara hukum lnateriel yang berlandaskan
prinsip-prinsip Islarn dengan lembaga peradilan egama yang merupakan

atTaufiq, N.tdhatiryatul al-Uqud al-Eatiryah, op. cit.
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llrsnd Zai.la : Kaee angan Peradilan . .

reprcscntilsi lemhaga lreradilan Islam, dar juga selaras dcngan aparat
hukumnya yang t,cragama Islam lrefia menguasai hukum lslam. Sementard
itu hal hal yang berk.ritan dengln kendala kendala yang dihadapi oleh
Peradilan Agama pada dasarnya tidak berbenhran dengan asas pe$onalitas
keislaman yang mclekat pada peradiJan agama, Karena hal ini telelh
dijustjlilasi neblui kerelaar para pihak untuk tunduk pada aturan syari,at
lslam dcngan menuangkan ditlam l.lausula kontrak yang discpakati,

I:16 AL-BANJARI Vol. 6, No. ll, J3nutui Juni200?
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